GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis,
\Volume 06, No. 03 (2026)
e-ISSN:3021-8241

ANALISIS KETIDAKLENGKAPAN DAN KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN PENDUKUNG PADA PROSES DIRECT PAYMENT
TAGIHAN OPERASIONAL PT XYZ

Aurakel Grissela
Program Studi Akuntansi,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
23013010111@student.upnjatim.ac.id

Tantina Haryati
Program Studi Akuntansi,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

The implementation of direct payments for operational invoices requires complete
and appropriate supporting documents as the basis for verification before payment
is made. In practice, however, incomplete or non-compliant documents are still
encountered, causing the verification process to be repeated and potentially
hindering the smooth administration of payments. This study aims to identify the
forms of document incompleteness and inconsistency, examine their underlying
causes, and evaluate the implementation of internal controls in the direct payment
process at PT XYZ. The research method employed is descriptive qualitative, with
data collection techniques involving observation and interviews. The data
processing followed the stages outlined by Miles, Huberman, and Saldana,
including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results
revealed four types of document issues: waybills without authorization,
mismatched document numbers, incomplete transaction attachments, and
discrepancies between receipt data and the shipping log. Factors contributing to
these issues include human error, compliance with procedures, interdepartmental
coordination, and time constraints. To reduce administrative errors, PT XYZ has
implemented internal controls such as document verification, multi-level
authorization, and interdepartmental coordination. The implementation of these
internal controls has been shown to enhance data accuracy, improve accountability,
and streamline the payment process.

Keywords: /ncomplete Documents; Documents Discrepancies; Direct Payment;
Internal Controls,; Supporting Documents.

ABSTRAK
Pelaksanaan direct payment atas tagihan operasional menuntut adanya dokumen
pendukung yang lengkap dan sesuai sebagai dasar verifikasi sebelum pembayaran
dilakukan. Dalam praktiknya, masih dijumpai ketidaklengkapan dan
ketidaksesuaian dokumen yang menyebabkan proses verifikasi harus diulang,
sehingga berpotensi menghambat kelancara administrasi pembayaran. Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian
dokumen, menelaah faktor penyebabnya, serta mengevaluasi penerapan
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pengendalian internal dalam proses direct payment di PT XYZ. Metode penelitian
ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui
observasi dan wawancara. Proses pengolahan data mengikuti tahapan Miles,
Huberman dan Saldana meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan empat bentuk permasalahan dokumen,
yaitu surat jalan tanpa otorisasi, ketidaksesuaian nomor dokumen, lampiran
transaksi yang belum lengkap, serta perbedaan data resi dengan buku ekspedisi.
Faktor yang memengaruhi permasalahan tersebut meliputi aspek manusia,
kepatuhan terhadap prosedur, koordinasi antarunit, serta keterbatasan waktu. untuk
mengurangi kesalahan administrasi, PT XYZ menerapkan pengendalian internal
berupa verifikasi dokumen, otorisasi berjenjang dan koordinasi antarunit.
Penerapan pengendalian internal terbukti mendorong akurasi informasi,
meningkatkan akuntabilitas serta memperlancar proses pembayaran.

Kata Kunci: Ketidaklengkapan Dokumen; Ketidaksesuaian Dokumen,; Direct
Payment; Pengendalian Internal; Dokumen Pendukung.

A. LATAR BELAKANG

Pembayaran tagihan operasional merupakan aktivitas penting dalam
perusahaan karena berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga
sekaligus menjaga kelancaran operasional. Agar transaksi dapat diproses secara
tepat, setiap pembayaran harus didukung dokumen pendukung yang lengkap dan
sesuai sebagai dasar verifikasi administrasi. Dokumen seperti invoice, surat
jalan, delivery order (DO), dan resi pengiriman berfungsi sebagai bukti
administratif yang memastikan transaksi memenuhi persyaratan sebelum
pembayaran dilakukan. Oleh sebab itu, kelengkapan dan kesesuaian dokumen
menjadi aspek krusial dalam efektivitas proses pembayaran. (Putri & Dewi,
2023) menegaskan bahwa kelengkapan dokumen merupakan syarat utama
verifikasi, sedangkan (Rahmatillah & Prabowo, 2024) menekankan pentingnya
koordinasi antarunit dalam menjaga kelancaran verifikasi.

Meskipun perusahaan telah memanfaatkan sistem informasi akuntansi dan
teknologi seperti Enterprise Resource Planning (ERP), efektivitas proses
pembayaran tetap bergantung pada kualitas dokumen pendukung yang
digunakan sebagai sumber informasi. (Romney, Steintbart, Summers, & Wood,
2021) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi hanya dapat menghasilkan
informasi yang andal apabila didukung data dan dokumen yang akurat. Sejalan
dengan itu, (Anjani, Magfiroh, & Derbani, 2025) menemukan bahwa dokumen
pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan sering
menimbulkan keterlambatan serta memerlukan komunikasi ulang dengan unit
terkait. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan sistem yang baik belum
menjamin kelancaran pembayaran apabila kualitas dokumen pendukung belum
sesuai ketentuan administrasi.

Permasalahan ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen pendukung
masih menjadi tantangan dalam administrasi perusahaan. (Erawantini, Agustina,
Nuraini, & Dewi, 2022) menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh
kurangnya ketelitian, lemahnya pengawasan, serta prosedur administrasi yang
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belum optimal. (Holler, Tarshish, & Kaplan, 2024) menambahkan bahwa
kesalahan administrasi sering menyebabkan proses harus diulang karena
dokumen maupun informasi perlu diperbaiki. (Desvita, Trisninawati, Syarif, &
Fransisca, 2024) juga menekankan bahwa human error, seperti kesalahan
penginputan data dan kelemahan prosedur administrasi, dapat menurunkan
efektivitas kerja. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan administrasi tidak
hanya terkait keberadaan dokumen, tetapi juga kesesuaian informasi yang
menjadi dasar verifikasi pembayaran.

Fenomena tersebut juga ditemukan pada proses direct payment tagihan
operasional di PT XYZ berdasarkan hasil observasi magang Januari—Juni 2026.
Dalam proses administrasi pembayaran masih dijumpai dokumen yang belum
lengkap, surat jalan tanpa otorisasi, penggunaan kode proyek yang tidak sesuai,
serta ketidaksesuaian data administrasi dengan dokumen pendukung.
Permasalahan ini menyebabkan dokumen harus dikembalikan ke unit terkait
untuk revisi atau pelengkapan sebelum diproses lebih lanjut. Akibatnya,
pembayaran memerlukan verifikasi ulang dan waktu penyelesaian menjadi lebih
lama. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan dalam direct payment tidak
hanya disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen, tetapi juga oleh
ketidaksesuaian informasi administrasi.

Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti implementasi sistem
informasi akuntansi, ERP, dan pengendalian internal dalam mendukung
efektivitas pembayaran maupun siklus pengeluaran kas (Monteiro, Vale, Leite,
Lis, & Kurowska-Pysz, 2022) dan (Imawati & Fambudi, 2024). Penelitian lain
menekankan pentingnya kelengkapan dokumen (Putri & Dewi, 2023) serta
faktor yang memengaruhi ketidaklengkapan dokumen (Erawantini et al., 2022).
(Anjani et al., 2025) berfokus pada evaluasi sistem pengendalian internal dalam
verifikasi dokumen permintaan pembayaran. Namun, kajian yang secara khusus
menganalisis bentuk ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen
pendukung, faktor penyebabnya, serta mekanisme pengendalian internal pada
proses direct payment masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
menganalisis ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen pendukung pada
proses direct payment PT XYZ, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta
menjelaskan pengendalian internal yang diterapkan perusahaan untuk
meminimalkan risiko kesalahan administrasi.

B. KAJIAN TEORITIS
Ketidaklengkapan dan Ketidaksesuaian Dokumen Pendukung
Kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung merupakan prasyarat
penting dalam verifikasi administrasi karena menentukan validitas transaksi
sebelum pembayaran dilakukan. Dokumen pendukung berfungsi sebagai bukti
administratif yang memastikan bahwa transaksi yang diajukan sesuai dengan
aktivitas yang dilaksanakan serta memenuhi ketentuan administrasi perusahaan.
(Putri & Dewi, 2023) menegaskan bahwa kelengkapan dokumen menjadi dasar
utama dalam verifikasi pembayaran, sedangkan (Rahmatillah & Prabowo, 2024)
menekankan bahwa kelancaran verifikasi sangat dipengaruhi oleh kelengkapan
dokumen operasional serta koordinasi antarunit kerja.
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Ketidaklengkapan dokumen mencerminkan kondisi ketika dokumen atau
informasi yang dipersyaratkan belum terpenuhi secara menyeluruh, sedangkan
ketidaksesuaian =~ dokumen  menunjukkan  adanya  perbedaan  atau
ketidakkonsistenan informasi antara dokumen pendukung dengan data
administrasi yang diverifikasi. (Erawantini et al., 2022) menjelaskan bahwa
kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh kurangnya ketelitian, lemahnya
pengawasan, pelaksanaan prosedur yang belum optimal, serta keterbatasan
waktu dalam penyelesaian pekerjaan. (Kamelia & Nugroho, 2025)
menambahkan bahwa verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan
dan keakuratan dokumen sebelum pembayaran diproses. Apabila ditemukan
dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai, pembayaran akan ditunda hingga
seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. Oleh karena itu, perusahaan perlu
menerapkan mekanisme verifikasi yang memadai agar setiap dokumen yang
diproses telah lengkap, akurat, dan sesuai sehingga mendukung kelancaran
pembayaran.

Direct Payment Tagihan Operasional

Direct payment merupakan metode pembayaran yang dilakukan
perusahaan secara langsung kepada pihak ketiga berdasarkan transaksi yang sah,
telah memperoleh otorisasi, dan didukung dokumen pendukung yang memenuhi
persyaratan administrasi. Dalam siklus pengeluaran kas (expenditure cycle),
metode ini bertujuan memastikan bahwa setiap pembayaran dilakukan atas
transaksi yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai kebijakan
perusahaan. (Romney et al., 2021) menegaskan bahwa proses pembayaran harus
ditopang oleh dokumen sumber yang valid agar informasi yang dihasilkan
memiliki tingkat keandalan tinggi.

Pelaksanaan direct payment mencakup penerimaan dokumen pendukung,
pemeriksaan kelengkapan, verifikasi kesesuaian informasi administrasi,
pemberian otorisasi, hingga tahap pembayaran. Setiap tahapan saling berkaitan
sehingga kelengkapan dan kesesuaian dokumen menjadi dasar penentu apakah
transaksi dapat diproses atau harus dikembalikan ke unit terkait untuk dilengkapi
maupun disesuaikan. (Kamelia & Nugroho, 2025) menegaskan bahwa
pembayaran hanya dapat dilakukan setelah seluruh dokumen diverifikasi dan
dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem yang
mengintegrasikan manusia, prosedur, data, dan teknologi untuk mengolah
transaksi keuangan menjadi informasi yang relevan, andal, dan berguna bagi
pengambilan keputusan. (Romney et al., 2021) menekankan bahwa kualitas
informasi yang dihasilkan SIA sangat dipengaruhi oleh validitas data dan
dokumen yang digunakan sebagai dasar penginputan.

Dalam praktik bisnis modern, SIA umumnya terintegrasi dengan
Enterprise Resource Planning (ERP) sehingga mendukung pengelolaan data
secara terpadu dan meningkatkan efisiensi administrasi pembayaran. (Monteiro
et al., 2022) menjelaskan bahwa integrasi sistem informasi membantu organisasi
menghasilkan informasi yang lebih akurat dan mendukung efektivitas proses
bisnis. Sejalan dengan itu, (Imawati & Fambudi, 2024) menegaskan bahwa
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penerapan ERP pada siklus pengeluaran kas mampu meningkatkan efisiensi
administrasi pembayaran. Namun demikian, efektivitas sistem informasi tetap
bergantung pada kualitas dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar
penginputan, sehingga sistem tidak dapat sepenuhnya menggantikan proses
pemeriksaan administrasi.

Grand Theory: COSO Internal Control Framework

Penelitian ini menggunakan Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission (COSO) Internal Control Framework sebagai grand
theory karena kerangka tersebut memberikan landasan konseptual dalam
mengevaluasi efektivitas pengendalian internal organisasi. (Espinosa, 2024)
menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang
dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas
operasional, keandalan pelaporan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang
berlaku. Sejalan dengan itu, Sumarna dan (Sumarna & Novitasari, 2022)
menegaskan bahwa kerangka COSO mampu menilai efektivitas pengendalian
internal melalui lima komponen yang saling terintegrasi, yaitu Control
Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and
Communication, serta Monitoring Activities.

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada komponen Information and
Communication serta Control Activities karena keduanya memiliki keterkaitan
langsung dengan proses verifikasi dokumen pendukung pada direct payment
tagihan operasional. (Sumarna & Novitasari, 2022) menekankan bahwa
komponen Information and Communication menyoroti pentingnya
penyampaian informasi yang lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu sehingga
mendukung kelengkapan dokumen serta keakuratan pencatatan administrasi.

Di sisi lain, (Espinosa, 2024) menjelaskan bahwa Control Activities
merupakan kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan setiap
transaksi diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Sumarna &
Novitasari, 2022) menambahkan bahwa komponen ini mencakup pemeriksaan,
verifikasi, dokumentasi, rekonsiliasi, dan otorisasi sebagai mekanisme untuk
meminimalkan risiko kesalahan administrasi. Oleh karena itu, kedua komponen
tersebut digunakan sebagai landasan analisis untuk menjelaskan bagaimana
ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen pendukung dapat memengaruhi
efektivitas proses direct payment tagihan operasional.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif
yang diarahkan untuk menelusuri faktor penyebab ketidaklengkapan maupun
ketidaksesuaian dokumen pendukung dalam proses direct payment tagihan
operasional di PT XYZ. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama masa magang,
yakni Januari hingga Juni 2026 di Unit Sekretariat PT XYZ.

Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara semi terstruktur.
Observasi dilakukan secara langsung selama kegiatan magang terhadap proses
verifikasi dokumen pendukung tagihan operasional. Sementara itu, wawancara
dilakukan dengan Sekretaris Direksi selaku pembina magang, Supervisor
Sekretariat serta staf unit travel untuk memvalidasi hasil observasi sekaligus
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memperoleh  informasi mengenai factor factor yang memengaruhi
ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen.

Proses pengolahan data dalam penelitian ini mengikuti tahapan yang
dikemukakan oleh (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) mencakup reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan, data
diperiksa dengan membandingkan temuan observasi dan hasil wawancara,
sehingga diperoleh informasi yang akurat dan dapat diandalkan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada analisis ketidaksesuaian dokumen pendukung
dalam proses direct payment tagihan operasional PT XYZ. Data dikumpulkan
melalui observasi magang dan wawancara dengan informan yang terlibat dalam
administrasi pembayaran. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk
ketidaksesuaian, faktor penyebab, serta pengendalian internal yang diterapkan
perusahaan. Hasil tersebut menunjukan bahwa ketidaksesuaian tidak hanya berupa
dokumen yang belum lengkap, tetapi juga adanya perbedaan informasi administrasi
yang mengharuskan revisi sebelum pembayaran diproses. Temuan tersebut
kemuain dianalisis lebih mendalam dengan mengaitkannya pada teori dan
penelitian terdahulu.
Ketidaklengkapan dan Ketidaksesuaian Dokumen Pendukung pada Proses
Direct Payment

Proses direct payment tagihan operasional di PT XYZ belum sepenuhnya
berjalan sesuai prosedur administrasi. Masih ditemukan dokumen pendukung yang
tidak lengkap maupun tidak sesuai yang menghambat kelancaran proses
administrasi. Kondisi ini membuat dokumen tidak dapat langsung diproses pada
tahap pembayaran dan harus dikembalikan ke unit terkait untuk dilakukan revisi
atau pelengkapan. Bedasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah direduksi,
muncul dua tema utama yaitu bentuk ketidaklengkapan dan bentuk ketidaksesuaian
dokumen pendukung. Ringkasan hasil wawancara terkait temuan tersebut
tampilkan pada Tabel 1.

Table 1. Ringkasan Hasil Wawancara
Fokus Temuan Ringkasan Hasil Wawancara

Ketidaklengkapan dokumen Dokumen pendukung belum lengkap,
surat jalan belum ditandatangani, serta
pada beberapa jenis tagihan masih
diperlukan dokumen asli sebagai
persyaratan  administrasi  sebelum
pembayaran diproses.

Ketidaksesuaian dokumen Ditemukan penggunaan kode proyek
yang tidak sesuai, ketidaksesuaian data
administrasi dengan dokumen
pendukung, serta kesalahan informasi
yang mengharuskan dilakukan revisi
sebelum dokumen diajukan ke Unit
Akuntansi.
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Dampak terhadap proses pembayaran ~ Dokumen dikembalikan kepada unit
terkait untuk diperbaiki atau dilengkapi
sehingga proses direct payment
mengalami keterlambatan dan
memerlukan verifikasi ulang.

Bedasarkan Tabel 1, ketidaklengkapan dokumen yang paling sering muncul
berupa dokumen pendukung yang belum lengkap serta surat jalan yang belum
ditandatangani. Adapun bentuk ketidaksesuaian mencakup penggunaan kode
proyek yang tidak tepat, ketidakcocokan data administrasi dengan dokumen
pendukung, serta kesalahan informasi pada dokumen. Temuan ini menunjukan
bahwa hambatan dalam proses direct payment tidak hanya disebabkan oleh
dokumen yang belum lengkap, tetapi juga oleh informasi administrasi yang tidak
sesuai dengan ketentuan perusahaan, sehingga dokumen tidak dapat langsung
diproses pada tahap pembayaran.

Mengacu pada komponen Information and Communication dalam kerangka
COSO, informasi yang digunakan dalam pengendalian internal harus relevan,
lengkap, akurat, serta dikomunikasikan secara tepat agar mendukung efektivitas
pengendalian. Dalam penelitian ini, ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian
dokumen pendukung menunjukan bahwa informasi yang menjadi dasar verifikasi
pembayaran belum sepenuhnya memenuhi karakteristik tersebut. Akibatnya,
dokumen harus melalui proses perbaikan atau pelengkapan sebelum memperoleh
persetujuan untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, kualitas dokumen
pendukung menjadi faktor kunci yang menentukan kelancara proses direct
payment.

Temuaan pada penelitian ini sejalan dengan (Putri & Dewi, 2023) yang
menekankan bahwa kelengkapan dokumen merupakan syarat utama dalam
transaksi pembayaran karena menjadi dasar verifikasi sebelum disetujui. Selaras
dengan itu, (Rahmatillah & Prabowo, 2024) menjelaskan bahwa kesesuaian
dokumen pendukung menentukan kelancaran proses verifikasi administrasi.
(Shende, Mullapudi, & Challa, 2024) menambahkan bahwa verifikasi dokumen
bertujuan memastikan keaslian dan integritas informasi untuk meminimalkan
kesalahan administrasi serta meningkatkan efisiensi operasional. Sementara itu,
(Erawantini et al., 2022) menunjukan bahwa dokumen yang tidak lengkap
menyebablan proses administrasi harus dikembalikan kepada pihak terkait untuk
dilengkapi sebelum dapat diproses lebih lanjut. Kondisi ini serupa ditemukan di PT
XYZ, dimana dokumen yang belum lengkap maupun tidak sesuai harus direvisi
terlebih dahulu sehingga memperpanjang waktu penyelesaian direct payment.
Analisis Penyebab Terjadinya Ketidaklengkapan dan Ketidaksesuaian
Dokumen Pendukung

Ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen pendukung dalam proses
direct payment tagihan operasional tidak muncul secara tiba tiba, melainkan dipicu
oleh beberapa faktor dalam kegiatan administrasi. Hasil observasi dan wawancara
yang telah direduksi menunjukan empat penyebab utama, yaitu koordinasi antarunit
yang belum optimal, kurangnua ketelitian dalam penyusunan dokumen, tingginya
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beban kerja serta pencatatan administrasi yang belum optimal. Ringkasan hasil
wawancara mengenai faktor factor tersebut disajikan pada Tabel 2.

Table 2. Faktor Penyebab

Tema Hasil Reduksi Wawancara
Koordinasi antarunit Informasi  mengenai  kelengkapan
dokumen belum selalu

dikomunikasikan ~ secara  optimal
sehingga masih ditemukan dokumen
yang harus dikembalikan untuk
diperbaiki.

Ketelitian administrasi Masih ditemukan kesalahan dalam
pengisian kode proyek maupun data
administrasi pada dokumen pendukung
sehingga diperlukan revisi sebelum
pembayaran diproses.

Beban kerja Banyaknya dokumen yang diproses
dalam waktu bersamaan meningkatkan
potensi terjadinya kesalahan
administrasi.

Pencatatan administrasi Proses pencatatan yang belum optimal
menyebabkan masih terdapat
ketidaksesuaian informasi pada
dokumen pendukung.

Bedasarkan Tabel 2, ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen
pendukung tidak hanya dipengaruhi oleh satu factor, melainkan merupakan hasil
kombinasi antara factor manusia dan proses administrasi. Koordinasi antarunit yang
belum optimal membuat informasi mengenai kelenhkapan dokumen tidak selalu
tersampaikan dengan baik. Di sisi lain, kurangnya ketelitian dalam penyusunan
dokumen menimbulkan kesalahan dalam pengisian data administrasi maupun kode
proyek. Selain itu, tingginya beban kerja serta pencatatan administrasi yang belum
maksinal turut menigkatkan potensi kesalahan sehingga dokumen harus direvisi
sebelum diproses pada tahap pembayaran.

Mengacu pada kerangka COSO, komponen Information and Communication
menekankan bahwa informasi yang digunakan dalam pengendalian internal harus
relevan, akurat, lengkap, dan dikomunikasikan secara tepat waktu agar setiap pihak
dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa koordinasi antarunit yang belum optimal menyebabkan
informasi mengenai persyaratan dokumen tidak tersampaikan secara utuh.
Kurangnya ketelitian dalam penyusunan dokumen serta pencatatan administrasi
juga mengakibatkan informasi yang menjadi dasar verifikasi pembayaran belum
sepenuhnya memenuhi karakteristik informasi yang andal. Kondisi ini menegaskan
bahwa efektivitas pengendalian internal tidak hanya bergantung pada prosedur
formal, tetapi juga pada kualitas komunikasi dan ketelitian dalam pelaksanaan
administrasi.
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Temuan penelitian ini sejalan dengan (Mukti, 2025) yang menekankan
pentingnya komunikasi internal dalam mendukung koordinasi antarunit sehingga
mampu meminimalkan kesalahan administrasi. Selaras dengan itu, (Wirtadipura,
2022) menyatakan bahwa koordinasi yang baik merupakan faktor kunci dalam
menjaga kelancara proses administrasi. (Nabila & Syarvina, 2022) dan (Sinaga &
Sarimonang, 2021) menambahkan bahwa tingginya beban kerja dapat menurunkan
ketelitian karyawan dan meningkatkan potensi kesalahan dalam penyelesaian
pekerjaan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh (Desvita et al., 2024) yang
menjelaskan bahwa human error dalam pengelolaan dokumen dapat muncul akibat
kurangnya ketelitian, kesalahan penginputan data, maupun kelemahan prosedur
administrasi sehingga menghambat efektivitas proses kerja. Penyebab
ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen pendukung pada proses direct
payment di PT XYZ merupakan hasil interaksi antara faktor individu dan proses
administrasi yang belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi
yang lebih baik serta peningkatan ketelitian untuk meminimalkan revisi dokumen.
Pengendalian Internal dalam Meminimalkan Ketidaklengkapan dan
Ketidaksesuaian Dokumen Pendukung

Table 3. Bentuk Pngendalian Internal

Tema Pengendalian Hasil Reduksi Data

Pemeriksaan dokumen Seluruh dokumen diperiksa
kelengkapannya sebelum diproses ke
tahap pembayaran.

Verifikasi administrasi Kesesuaian data administrasi, kode
proyek, dan dokumen pendukung
diverifikasi sebelum diajukan ke Unit
Akuntansi.

Koordinasi antarunit Dokumen yang belum lengkap atau
tidak sesuai dikembalikan kepada unit
terkait untuk dilakukan perbaikan.

Pemanfaatan sistem ERP Data pembayaran diinput ke dalam
sistem ERP setelah dokumen
dinyatakan lengkap dan sesuai.

Bedasarkan Tabel 3, pengendalian internal dalam proses direct payment
dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen,
verifikasi kesesuaian informasi administrasi, koordinasi dengan unit terkait apabila
ditemukan ketidaksesuaian, hingga pemanfaatan sistem ERP sebagai pendukung
pembayaran. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan setiap dokumen telah
memenuhi persyaratan administrasi sebelum diproses lebih lanjut, sehingga risiko
kesalahan pembayaran dapat ditekan.

Dalam kerangka COSO, komponen Control Activities menekankan
pentingnya penerapan prosedur pengendalian untuk memastikan setiap transaksi
sesuai dengan kebijakan yang berlaku, sedangkan komponen Information and
Communication menekankan perlunya informasi yang akurat dan lengkap sebagai
dasar pengambilan keputusan. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa

78



GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis,
\Volume 06, No. 03 (2026)
e-ISSN:3021-8241

pemeriksaan dokumen, verifikasi administrasi, serta koordinasi antarunit
merupakan bentuk aktivitas pengendalian yang diterapkan PT XYZ untuk
memastikan dokumen pendukung memenuhi persyaratan sebelum pembauaran
dilakukan. Mekanisme ini berperan dalam mengurangi risiko kesalahan
administrasi sekaligus meningkatkan keandalan proses direct payment.

Temuan penelitian ini sejalan dengan (Espinosa, 2024) yang menegaskan
bahwa pengendalian internal berbasis COSO bertujuan menjamin efektivitas
operasional melalui penerapan aktivitas pengendalian yang memadai. Sejalan
dengan hal tersebut (Romney et al., 2021) menyatakan bahwa sistem informasi
akuntansi hanya dapat menghasilkan informasi yang andal apabila didukung oleh
prosedur pengendalian yang efektif. Hasil penelitian (Imawati & Fambudi, 2024)
juga menunjukan bahwa penerapan sistem ERP dalam siklus expenditure dan cash
disbursement meningkatkan akurasi administrasi apabila dokumen yang digunakan
lengkap dan valid. Selain itu, (Waruwu, Mendrofa, Waruwu, & Gea, 2024) serta
(Priatna, 2021) menekankan bahwa pengelolaan administrasi dan arsip yang tertib
berkontribusi terhadap peningkatan kualitas administrasi organisasi. Pengendalian
internal yang diterapkan PT XYZ berperan tidak hanya dalam mendeteksi
kesalahan administrasi, tetapi juga dalam memastikan kelengkapan dan kesesuaian
dokumen pendukung sebelum diproses lebih lanjut. Dengan adanya mekanisme
tersebut, risiko kesalahan pembayaran dapat ditekan sehingga proses direct
payment berjalan lebih efektif dan akuntabel.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses direct payment tagihan
operasional di PT XYZ masih terdapat ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian
dokumen pendukung. Permasalahan yang ditemukan mencakup dokumen
pendukung yang belum lengkap, surat jalan tanpa otorisasi, penggunaan kode
proyek yang tidak sesuai, serta ketidaksesuaian antara data administrasi dengan
dokumen pendukung. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain
koordinasi antarunit yang belum optimal, kurangnya ketelitian dalam penyusunan
dokumen, tingginya beban kerja, serta pencatatan administrasi yang belum berjalan
maksimal. Untuk meminimalkan risiko kesalahan administrasi, perusahaan telah
menerapkan pengendalian internal melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen,
verifikasi kesesuaian informasi administrasi, koordinasi antarunit, serta
pemanfaatan sistem ERP sebagai pendukung proses pembayaran. Mekanisme ini
berperan dalam mendukung kelancaran direct payment sekaligus mengurangi risiko
revisi dokumen sebelum pembayaran diproses.

Bedasarkan temuan penelitian, PT XYZ disarankan untuk memeprkuat
koordinasi antarunit, meningkatkan ketelitian dalam penyusunan dokumen
pendukung, serta menyusun checklist kelengkapan dokumen sebagai pedoman
verifikasi awal. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi
ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen sebelum memasuki tahap
pemeriksaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada
proses direct payment tagihan operasional di satu unit kerja, sehingga hasilnya
belum dapat menggambarkan keseluruhan proses pembayaran di perusahaan. Oleh
karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup pada
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unit atau perusahaan lain serta menganalisis efektivitas pengendalian internal dalam
meminimalkan ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen pendukung pada
berbagai proses bisnis.
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